Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan Bidang Pengelolaan keuangan,
maka dipandang perlu menetapkan analisa standar
RKA/DPA
SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2016 lingkup Pemerintah

Mengingat

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR S50 TAHUN 2015

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

belanja sebagai pedoman penyusunan

Kabupaten Pangkep.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Analisa

Standar Belanja Tahun Anggaran 2015.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di

1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1

Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2011 (Berita Daerah Republik IndonesiaTahun 2011
Nomor 310);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Perangkat Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pangkajene dan Kepulauan,;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BPKD, adalah
perangkat daerah yang berwenang mengelola Keuangan Daerah, baik
sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.

9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Kepala
BPKD, adalah Pejabat Pengeloal Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai BUD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut
PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

15. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dapat disebut Pegawai Tidak
Tetap/Buruh/Kader/Tukang/Penjaga atau sebutan lainnya yang
berlaku pada organisasi masyarakat.
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Pasal 2
Ruang Lingkup
(1) Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 meliputi :
Babl Pendahuluan
Bab II Konsep dan Metode Penyusunan Analisa Standar Belanja
Bab III ASB Kegiatan SKPD

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi



BAGIAN HUKUM
(2) Uraian Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

PENJABAT BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

RUSLAN ABU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

SEKREYARIS DAERAH

NE DAN KEPULAUAN

ANWAR RECCA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 34



